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ABSTRAK

Kiki Rezki Amelia (B11105185), Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan
Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana
Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
1809/ pid.B/ 2007/ PN. Jakarta Selatan), dibimbing oleh Bapak M.
Syukri Akub selaku Pembimbing | dan Ilbu Haeranah selaku
Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah upaya
pembuktian terballk yang dilakukan oleh seorang Terdakwa sebagai
penerima gratifikasi, khususnya dalam perkara pidana Mo. 1809/ pid.Bf
2007 PN. Jakarta Selatan, yang menjadi objek penelitian penulis. Selain
itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kendala-kendala
yang dialami dalam pembuktian gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Penulis melakukan penelitian pada dua instansi yang berkompeten
dengan objek penelitian, yakni Kejaksaan Agung Rl dan Pengadilan
Megeri Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai
hakim dan jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini, Selain
wawancara, Penulis juga meneliti berkas-berkas perkara yang terkait
dengan perkara tersebut Kemudian menganalisis data dengan
menggunakan analisis kualitatif deskriptif,

Temuan yang penulis peroleh dari penelitian ini antara lain yaitu:
(1). Bahwa upaya pembuktian terbalik yang dilakukan cleh penerima
gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mo. 1808/
pid.Bf 2007/ P.M. Jakarta Selatan dilakukan dengan memberikan
keterangan bahwa uang yang dimaksud diperolehnya dari pinjaman dan
tidak ada hubungannya dengan pembelian beras oleh BULOG. Selain itu,
Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak ada perantara atau broker dalam
pembelian beras oleh BULOG tersebut. (2). Bahwa kendala Pembuktian
oleh Penuntut Umum secara umum adalah: a). sangat tergantung pada
alat bukti yang ada, b). keterbatasan alat bukti, c). adanya saksi dengan
keterangan palsu, d). Kerjasama yang rapi antara pemberi dan penerima
gratifikasi, ) Data kependudukan yang belum akurat. Sedangkan kendala
pembuktian penuntut umum secara khusus dalam stuedi kasus adalah: a)
Ketidakhadiran pihak pemberi, b). Sikap Vietnam Food kurang kooperatif,
Sementara untuk pembuktian terbalik yang dilakukan oleh Terdakwa, baik
secara umum maupun secara khusus terkait studi kasus, sama-sama
terkendala pada keterbatasan alat bukti.
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FPENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika dicanangkan gerakan reformasi pada tahun 1998,
sasaran utama adalah perubahan uniuk perbaikan di segala aspek
kehidupan, terutama dalam penegakan supremasi hukum dalam
rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan mendarah daging
menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara. Berbagai prakiek
korupsi telah menjamur di berbagal aspek kehidupan menyebabkan
timbulnya kerugian keuangan negara yang fidak terhitung lagi
jumlahnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh H. Hambali Thalib
bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus kanker yang
menyebar keseluruh tubuh bangsa dan sendi-sendi pemerintahan.
(Sumber data Thantowi dkk. 2005 dalam Buku Pidato Pengukuhan
Guru Besar llmu Hukum H. Hambali Thalib 11 Februari 2008).
Sehingga ftidak heran bila sebagian orang beranggapan bahwa
korupsi telah membudaya di bangsa ini.

Selanjutnya yang menjadi sasaran akibatnya adalah moralitas
bangsa sendir. Kenyataan memperlihatkan semakin majunya
pembangunan, tidak menjamin hapusnya praktek korupsi di mana-
mana. Justru membuat kebutuhan masyarakat juga semakin

meningkat dan mendorong praktek korupsi untuk terus berkembang




pula serta menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada
potensi terciptanya suasana yang tidak kondusif.

Hasil penelitian Transparency Internasional (T!) dari tahun 1995
sampai dengan tahun 2000 menunjukan bahwa Indonesia menduduki
sepuluh besar sebagai negara paling korup di dunia. { Tempo, 29
Desember 2005)

Tingkat kurupsi di indonesia pada lima tahun berikutnya, dari
tahun 2001 sampai dengan tahun 2005, juga tidak menunjukkan
perubahan berarti. Masih menurut hasil penelitian Transparancy
International, pada lima tahun terakhir itu Indonesia masih betah
bertahan di sepuluh besar negara paling korup di dunia. Pada tahun
2004 misalnya, Indonesia menjadi negara paling korup urutan kelima
di dunia, serta menjadi negara paling korup nomor satu di Asia,

Pada tahun 2005, Political and Economy Risk Consulfacy
(PERC) lagi-lagi menempatkan Indonesia sebagai negara kelompok
terkorup di Asia, hanya Bangladesh dan Myanmar yang mengalahkan
Indonesia, {Sumber data Thantowi dkk. 2005 dalam Buku Pidato
Pengukuhan Guru Besar limu Hukum H. Hambali Thalib 11 Februari
2006).

Keadaan Indcnesia yang demikian mengakibatkan rendahnya
martabat bangsa di mata dunia. Negara menjadi kehilangan wibawa.
Pembangunan menjadi terhambat dan mengakibatkan pemerataan

kesejahteraan masyarakat terhambat pula. Oleh karenanya diperlukan




upaya pemberantasan korupsi secepatnya untuk menghindari==--

semakin melebarnya dampak dari penyakit korupsi ini. Seperti halnya
yang diungkapkan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Taufiqurrachman Ruki, bahwa saat ini Indonesia
benar-benar darurat Korupsi. (Tempo, 29 Desember 2005).

Untuk mengantisipasi berkembangnya praktek korupsi, maka
dilakukan berbagal pembaharuan terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang tidak saja mengatur mengenai tindak
pidana korupsi, tetapi juga yang mengatur perbuatan-perbuatan yang
merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi.

Namun tidakiah mudah untuk menuntaskan suatu penyakit
masyarakat yang sudah menggerogoli kehidupan bangsa dan negara.
Karenanya diperlukan pula perbaikan kinerja lembaga-lembaga
hukum dan aparat penegak hukum untuk mendukung peraturan
perundang-undangan yang telah beriaku.

Korupsi, sebagai sebuah tindak pidana tergolong unik dan
rumit. Unik karena sebagian tindakan yang masuk kategori korupsi
tergolong common practice, Artinya yang melakukannya tidak merasa
sedang melakukan sebuah tindak pidana, tetapi hanya menjalankan
rutinitas  saja. Rumit, karena untuk pembuktiannya memerlukan
ketelitian dan alat-alat bukti yang tidak mudah didapat dan
kebanyakan sudah tidak ada karena mudah saja dihilangkan oleh

yang melakukan. Ditambah lagi, biasanya, kasusnya baru terungkap



setelah sekian waktu berlalu. Seiring bergulimya perkembangan
zaman, tindakan yang masuk kategori korupsi juga bertambah, Salah
satunya adalah gratifikasi.

Undang-undang Nomor 31  Tahun 1929  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah
dengan Undang-Undang MNomor 20 Tahun 2001, yang juga
dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun
1871 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan
mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum
masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara
efektif setiap bentuk tindak findak pidana korupsi yang sangat
merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada
umumnya.

kenyataan dalam masyarakat membenarkan bahwa praktik
Korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan
munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah
atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.
Contohnya pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai
suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seseorang.
MWamun akan berbeda penafsirannya jika pemberian tersebut diberikan
oleh seseorang yang memiliki kepentingan kepada seorang pejabat,

yang karena pemberian tersebut dapat mempangaruhi integritas,



indepensi, ataupun objektivitas dalam penentuan kebijakan oleh
pejabat yang bersangkutan.

Karenanya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 31 Tahun 1998
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi
ditambahkan sebagai salah satu tindak pidana yang digolongkan ke
dalam delik penyuapan secara pasif.

selanjutnya kembali mengenai langkah-langkah menghentikan
tindakan korupsi akhir-akhir ini, khususnya gratifikasi dalam hal
penyelesaiannya selalu terbentur pada masalah pembuktian. Tidaklah
mudah bagi penyidik untuk mengetahui dan membuktikan bahwa
benar telah terjadi gratifikasi. Tidak mungkin hanya mengandalkan
pengakuan dari orang-orang yang menerima melainkan harus melalui
investigasi. Namun, periu disadari bahwa suatu investigasi akan sulit
dilakukan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penyidik
terhadap orang yang dicurigai menerima gratifikasi. Contohnya ketika
harus menindak seorang pejabat, begitu banyak kekebalan hukum
yang dibuat oleh pemerintah sendiri untuk melindungi pejabatnya,
misalnya diperlukan surat Mendagri untuk memeriksa seorang
gubernur atau bupati yang diduga menerima gratifikasi. Hal ini
memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga penyidik semakin
kesulitan dalam mengumpuikan alat bukti yang akan digunakan dalam

membukiikan tindak pidana yang disangkakan.



Melihat permasalahan tersebut, usulan Mantan Presiden
Abdurrahman Wahid yang bermaksud untuk menerapkan sistem
pembuktian terbalik (omkering van bewijslast atau shifting burden of
proof) dalam kasus narkotik dan KKN seperti yang dilakukan negara-
negara lain di dunia (Majalah Konstan online, 28 Oktober 2002), dapat
dijadikan sebagai suatu pertimbangan. Bahwa dalam sistem
pembuktian terbalik, tesangka atau terdakwalah yang harus
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang
disangkakan atau dituduhkan kepadanya.

Setelah Baharuddin Lopa menjabat Menteri Kehakiman sekitar
bulan Maret 2001, cita-citanya untuk menciptakan ketentuan tentang
pembuktian terbalik di dalam undang-undang pemberantasan tindak
pidana korupsi segera direalisasikan. Hal tersebut juga dapat diterima
oleh DPR. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa
gratifikasi yang bemilai Rp. 10.000.000 atau lebih, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi. (A. Hamzah, 2007: 76)

Bila melihat rumusan pasal tersebut, pembuktian terbalik yang
dimaksud dapat saja diartikan sama seperti pembuktian terbalik murni
yang banyak diterapkan di negara-negara lain. Namun pada

kenyataannya, Indonesia tidak mengenal sistem pembuktian terbalik



mumi. Hal ini disebabkan pembuktian terbalik merupakan
pengingkaran atau penyimpangan terhadap presumptlion of innocence
(asas praduga tidak bersalah). Pembuktian terbalik yang dimaksud
adalah pembuktian terbalik secara terbatas.

Namun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dengan pembuktian
terbalik terbatas tersebut. Tidak dijelaskan sejauh mana keterbatasnya
di dalam penerapannya. Sehingga menimbulkan penafsiran yang
kabur atau tidak jelas. Berbagai penjelasan dikemukakan oleh para
pakar. Namun sangatlah perlu untuk mengetahui bagaimana pendapat
dan bagaimana para penegak hukum dalam menerapkannya. Karena
di tangan penegak hukumiah ditentukan bagaimana proses
penegakan hukum akan berlanjut.

Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, kaitannya
dengan bagaimanakah sebenarnya proses ataupun upaya darn
penerima gratifikasi dalam melakukan pembuktian terbalik sesuai
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam prakteknya. Lalu apa
kendala-kendala yang ada di dalam pembuktian gratifikasi. Sehingga
penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan
Sistemm Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Sebagai Tindak
Pidana Korupsi | Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No. 1809/ pid.B/ 2007 P.N. Jakarta Selatan)”. Agar kiranya



dapat menjadi jelas sistem pembuktian yang dimaksud oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pembuktian terbalik dalam gratifikasi yang
dilakukan oleh penerima gratifikasi dalam Putusan Pengadilan
Megeri Jakarta Selatan MNo. 1809/ pid.B/ 2007/ P.M. Jakarta
Selatan?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuktian

gratifixasi sebagai lindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pembuktian terbalik dalam gratifikasi
sebagal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penerima
gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat menghalangi

proses pembuktian dalam gratifikasi.



Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah;

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem
pembuktian terbalik dalam gratifikasi sesuai yang maksud oleh
Undang-Undang Momor 20 Tahun 2001,

2. Untuk menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum dalam
membuktikan  gratifikasi  dipersidangan  dalam  rangka
mengantisipasi berkembangnya praktek tindak pidana korupsi.

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak
tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara.

4. Agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara pemberian

yang lazim dilakukan dengan gratifikasi yang kadang sulit untuk

dibedakan.
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A. Pengertian
1. Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi adalah salah satu dar bentuk tindak pidana
korupsi. Oleh karenanya sebelum membahas mengenai gratifikasi
adalah penting untuk memahami pengertian dari tindak pidana
korupsi itu sendiri.

Tindak Pidana Korupsi terdiri atas kata tindak pidana dan
korupsi. Istilah tindak pidana berasal dari istlah yang dikenal
dalam hukum pidana Belanda yailu stafbaar feit. Stafbaar feit
terdiri atas tiga kata, yaitu staf yang arfinya pidana dan hukum;
baar yang artinya dapat atau boleh; dan feit yang artinya tindak,
peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dengan begitu stafbaar
feit adalah perbuatan yang dapat dihukum. (Adami Chazawi,
2002: 67)

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang digunakan
para pakar sebagai pengertian dari sfaf baar feif. Selain tindak
pidana juga dikenal istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana,

delik, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang boleh atau dapat

dihukum.



— e areem—aam o —

Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 71) menjelaskan bahwa:
"Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan
tersebut”.

Wirjono  Prodjodikoro  (Adami  Chazawi, 2002 75)
menyatakan bahwa “findak pidana itu adalah suatu perbuatan
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

Pompe (Lamintang, 1990: 174) merumuskan pengertian
tindak pidana sebagai “tindakan yang menurut sesuatu rumusan
Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat
dihukum”,

R. Tresma (Adami Chazawi, 2002: 72) memberikan
pengertian tindak pidana adalah:

“sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang
bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan
perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana
diadakan tindakan penghukuman”.

Selanjutnya, mengenai pengertian korupsi Fockema Andrea
(A. Hamzah, 2007: 4) menjelaskan bahwa:

“Kata korupsi berasal dari bahasa Latin coruptio atau
comuptus. Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal
pula dar kata asal corumpere, suatu kata dari bahasa Latin
yang lebih tua’.

Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa
seperti Inggris, yaitu comuption, corrupl; Perancis, yaitu corruption;
Belanda, yaitu corruplie (korrupfie). Lalu dari bahasa Belanda

inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.
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A. Hamzah (2007: 5) mengemukakan bahwa:

‘arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan,
Hehe!aian, kehidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang
menghina atau memfitnah. Begitu pula kehidupan yang buruk
di penjara juga sering disebut sebagai kehidupan yang korup,
yang segala macam kejahatan terjadi di sana”.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Sudarto (1985: 122),
bahwa ‘istilah korupsi di beberapa negara juga dipakal untuk
menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi
banyak dikaitkan dengan kefidak jujuran seseorang di bidang
keuangan”.

Lebih lanjut Sudarto menjelaskan bahwa istilah korupsi di
beberapa negara antara lain gin moung (Moang Hadi) yang berarti
makan bangsa, fanwu yang berarti keserakahan bernoda, dan
ashoku (Jepang) yang berarti kerja kotor.

Di Malaysia juga terdapat peraturan antikorupsi. Oi situ
tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang
berasal dari bahasa Arab (rswah), yang menurut kamus Arab-
Indonesia artinya sama dengan korupsi. (A. Hamzah, 2007: €)

Menurut Leden Marpaung (1992: 149) korupsi dapat
diartikan sebagai “penyelewengan atau penggelapan uang negara
atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau
orang lain".

Dengan pengertian korupsi secara harfiah itu dapatiah

ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai
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suatu istilah yang sangat luas artinya. Korupsi dapat diidentikkan
sebagai suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya,
bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi
secara gamblang telah dijelaskan dalam tiga belas buah pasal
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Momor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal
tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis
tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara
terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana
penjara karena korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengelompokkan kefiga
puluh bentuk! jenis tindak pidana korupsi tersebut ke dalam
kelompok tindak pidana yang merugikan keuangan negara, suap-
menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan
curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau gratifikasi.

(Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 20)

Tindak Pidana Suap

Suap-menyuap merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari tindak pidana korupsi. Suap merupakan bagian esensial dari
tindak pidana korupsi. Meskipun suap tidak memberikan akibat
yang nyata secara langsung kepada keuangan negara, tetapi

masyarakatiah yang sangat dirugikan karenanya dan lambat laun



—— .

akan menimbulkan suasana yang tidak kondisif di dalam
masyarakat.
Menurut Muladi { Kompas, 24 Mei 2005) bahwa:
"Suap (bribery) bermula dari asal kata bribene (Perancis) yang
artinya adalah begging (mengemis) atau vagrancy
{pgnggelanctangan}. Dalam bahasa Latin disebut briba, yang
artinya a piece of bread given fo beggar (sepotong roti yang
diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe
bermakna sedekah (aims), blackmail, atau extortion
(pemerasan) dalam kaitannya dengan gifis received or given
in order to influence corruplly (pemberian atau hadiah yang

diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi
secara jahat atau korup).”

Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan
sebagail tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana
suap juga diknminalisasikan sebagai lex specialis, misalnya suap-
menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan
dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan
kepentingan umum.

Selanjutnya Oemar Seno Adji (1984: 167) menjelaskan
bahwa:

"Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam
Undang-Undang dapat diarikan sebagai suatu hadiah atau

janii (giften atau beloften) yang diberikan atau diterima
meliputi penyuapan aklif dan penyuapan pasif__

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar
sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur
penyuapan aktif (actieve omkooping atau active brnibery) terhadap

pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 415 KUHP
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yang mengatur tentang penyuapan pasif (passive omkooping atau
passive bribery), yang mengancam pidana terhadap pegawai
neger yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas.
Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap
hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang
menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP.
Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan sebagai tindak
pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, (R. Wivono, 2006: 46-91)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
ditambahkankan gratifikasi, yang dapat dinilai sebagai suap bila
terkait dengan jabatan. Suatu gratifikasi atau pemberian dinilai
sebagai suap apabila dalam wakiu 30 (figa puluh) hari kerja yang
menerima tidak melaporkan adanya graftifikasi.

Adapun perbedaan gratifikasi dengan suap adalah pada
tindak pidana suap, baik pemberi maupun penerima sama-sama
memiliki kehendak akan kejahatan. Dengan kata lain inisiatif idak
hanya berasal dari pemberi, tetapi yang menerima juga aktif
meminta suap. Sedangkan pada gratifikasi, yang aktif hanya
pemberinya. Selanjutnya apabila grafifikasi tersebut tidak
dilaporkan maka, yang menerima dapat diancam pidana karena
menerima gratifikasi atau pemberian ferkait jabatannya.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 128 dan 12C.
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3. Gratifikasi

Istilah gratifikasi yang digunakan untuk pemberian terkait
jabatan dalam Undang-Undang Momor 20 Tahun 2001 Tentang
Tindak Pidana Korupsi belakangan ini semakin marak terjadi.
Padahal gratifikasi sendiri masih sangat awam di telinga
masyarakat. Di kalangan pakar pun istilah gratifikasi masih hangat
untuk dijadikan sebagai bahan perdebatan.

Istilah gratifikasi memiliki banyak makna. Sebagian pakar
mengartikan gratifikasi sebagai sesuatu hal yang tidak dilarang
atau tidak buruk.

Menurut “Black’s Law Dictionary" (Barda MNawawi,
2002:218) bahwa;

*Gratification is a voluntarily given reward or recompense for a
service or benefit without solicitation or promise, yang dapat
diartikan gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan
atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan tanpa janji®.

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikast
positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus
dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian
dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun.
(Harian Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008)

Lebih lanjut dijelaskan, gratifikasi negatif adalah pemberian
hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang
telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena

adanya interaksi kepentingan. Dengan demikian secara perspektif
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gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat
dari kepentingan gratifikasi,

Menurut "Kamus Umum Belanda — Indonesia” karangan S.
Wojowasito (Harlan Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008),
“gratifikasi berasal dari perkataan gralificalie yang artinya
tunjangan”

Dalam “Kamus bahasa Spanyol — Inagris® karangan
Gedees & Grosset (Harian Suara Pembaharuan, 28 Juli 2008},
“gratifikasi adalah memberi penghargaan (to reward atay fo
compensafe)”. Maknanya prestasi dalam sebuah lomba, festival,
dan kegiatan formal lain. Pengertiannya belum tentu sebagai
perbuatan korupsi. Sebab kalau ditafsirkan secara sempit sangat
jauh artinya. Dan "Kamus Collins French School® juga menyebut
perkataan ini sebagai "memberi penghargaan (rewarding)”.

Selanjutnya “Kamus limiah Populer” karangan Pius A.
Partanto — M. Dachian Al Barry (Harian Suara Pembaharuan, 28
Juli 2008), menafsirkan gratifikasi sebagai “premi, uang hadiah
bagi pegawai di luar gaji dan hadiah kerja".

Menurut Akil Mochtar (2006: 4), “gratifikasi adalah setiap
bentt:pk pemberian kepada pejabat publik yang timbul berkaitan
dengan jabatannya®. Artinya, pemberian kepada pejabat publik itu

akibat dari kewenangan yang dimilikinya, bukan disebabkan
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adanya relasi atau intimitas yang sifatnya personal semata atau
tanpa alasan statusnya sebagai pejabat publik.

Dalam buku saky yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan
Korupsi berjudul “Memahami Untuk Membasmi®, gratifikasi itu bisa
terkait dengan suap-menyuap. Sasarannya di kalangan pegawai
negeri dan diinterpretasikan secara lebih  spesifik. (Suara
Pembaharuan, 28 Juli 2008)

Alasannya dalam praktik kenyataannya seseorang
memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya
pamrih. Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan
birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup
berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam
menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat
menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Dalam perspektif hukum Indonesia, Gratifikasi adalah
bentuk tindak pidana korupsi yang baru dalam hal tertentu dapat
dianggap sebagail suap.

Dalam penjelasan Pasal 128 Undang-Undang MNomor 20
Tahun 2001 disebutkan bahwa:

“Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasitas lainnya kepada pegawai negeri  maupun
penyelenggara negara’,
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Dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 20 Tahun Eﬂgﬁﬁ"i_;
menyatakan bahwa:

“Sefiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan

dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban
atau tugasnya".

Apabila seorang pegawai neged atau penyelenggara
negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai
kewajiban untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana diatur menurut Pasal 12C Undang-Undang
Momor 20 Tahun 2001.

Pada dasarnya gratifikasi adalah istilah yang diberikan
untuk pemberian yang terkait jabatan. Dan akibat menerima
gratifikasi ini dapat diancam sebagai tindak pidana suap. Hanya
saja gratifikasi ini lebih ditekankan kepada pejabat yang
menerimanya. Apakah pejabat tersebut memang meminta agar
dirinya disuap atau tidak. Dan selanjutnya diserahkan kepada
pejabat yang bersangkutan untuk melaporkan bila tidak ingin

pemberian tersebut dinilai sebagai suap.

Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu tahap yang penting dalam
proses hukum. Dimana berdasarkan pembuktian inilah kemudian

diambil suatu keputusan terhadap terdakwa. Apakah terdakwa
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tersebut akan dipidana atau tidak. Oleh kerena itu penting untuk
memahami pengertian dari pembuktian itu sendiri.

Dalam ‘Kamus Lengkap Bahasa Indonesia™ (Em Zul
Fajri,2002: 253) memberikan pengertian pembuktian:

Bukfi: ~sesuatu yang dijadikan keterangan nyata, sesuatu
yang diakui sebagai landasan keyakinan kebenaran terhadap
kenyataan, sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa,
atau hal yang menjadi tanda perbuatan jahat (diperlukan untuk
penyidikan perkara pidana); Membukfikan: menunjukkan bukti,
menyatakan kebenaran, dapat dibuktikan ia dijatuhi hukuman
S tahun penjara karena terbukti bersalah melenyapkan nyawa

arang secara sengaja; Pembuktian: proses pembukfian, cara
pembukfian”.

Bambang Poernomo ( 1986: 38) menyatakan bahwa

"Hukum pembukftian adalah keseluruhan aturan hukum atau
peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk
rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian
masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang
yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan
setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku
untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana”.

Sedangkan M. Yahya Harahap (2002: 252) memberikan
pengertian pembuktian, sebagai berikut:
"Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan vang berisi
penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan
undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa. Ketentuan ini juga merupakan ketentuan
yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-
undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan
kesalahan yang didakwakan”.
Dari pengertian yang diberikan oleh M. Yahya Harahap di
atas, bila ditinjau dari aspek hukum acara pidana, pembuktian

merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam
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usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim,
Penuntut umum, terdakwa atau Penasehat Hukum, semua terikat
pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukli. Termasuk
majelis hakim, harus sungguh-sungguh sadar dan cermat dalam
menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang
dtemukan selama proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Akan tetapi di dalam pembuktian sendiri tidaklah mungkin
tercapai yang disebut kebenaran mutlak (absolut). Hal ini
disebabkan semua pengetahuan manusia terbatas hanya bersifat
relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan
pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan ada
syarat kebenaran mutlak untuk menghukum seseorang, maka
tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana yang
mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.

Pembuktian itu sendii merupakan bagian dari perkara.
Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, bukan
sesuatu yang abstrak. Dengan adanya pembuktian itu maka
hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepala sendir
kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya
apa yang sebenamya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan
tentang hal tersebut.

Hukum pembuktian dengan proses peradilan pidana dapat

diartikan sebagai usaha yang berwenang (penuntut umum) untuk
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men .
gemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang

berk
Erkenan dengan perkara berdasarkan sistem pembuktian yang
dianut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis
dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian
adalah usaha-usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk
meyakinkan hakim bahwa benar-benar telah terjadi suatu tindak

pidana dan terdakwalah yang terbukti sah melakukannya.

B. Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi
1. HKetentuan Terhadap Penerima Gratifikasi

Ketentuan pidana terhadap penerima gratifikasi diatur di
dalam Pasal 12B yang bunyinya sebagai berikut:

1) Setiap gratifikasi kepada pegawal negeri atau
penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajibannya atau ftugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
grafifikasi. .

b. yang nilainya kurang dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
suap dilakukan oleh penuntut umum.

?) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud daL;lrn ayat |[_‘I} Hdal_ah Eu:lana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling Ilalma 20 (dua puluh) tahun,
dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah)
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Gratificasi yang tidak dilaporkan dan terkait jabatan atau

bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri dapat dianggap

sebagai suap. Sebagai konsekuensi hukumnya, maka dapat

didakwakan pasal-pasal tentang suap sebagai berikut Pasal 5

ayat (2) , Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 bagian a, b, ¢, dan d, serta
Pasal 11 Undang-Undang Nomar 20 Tahun 2001 yang merupakan

delik suap pasif. Dimana pelakunya adalah orang yang menerima

gratifikasi.

Fasal § ayat (2) jika dijabarkan akan diperoleh ketentuan
sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
Fegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang:

a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud
supaya Pegawal Negeri atau Penyelenggara Megara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
atau

b) memberi sesuatu kepada Pegawal MNegeri atau
Penyelenggara Negara karena atau berhu_t_:ungan dengan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ketentuan di atas sebagai penjabaran dari Pasal 5 ayat (2),
pada hakikatnya sama dengan ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 12 huruf a dan b. (R. Wiyono, 2006:52 )
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R. Wiyono ( 2006: 32 ) menjelaskan bahwa:

n?é::fl:mtgmk”ﬁ nanti, penyidik atau penuntut umum akan
4 b fas tentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a
vesdelion, rena dengan tegas dalam ketentuan tersebut
= Ping dicantumkan untur “diketahui® juga dicantumkan

Sur “patut diduga® sehingga lebih memberikan keleluasaan
bagi penyidik atau penuntut umum untuk melakukan

penyidikan atau penuntutan terhada ' i
Korupsi yang dimakewg” p pelaku tindak pidana

Kemudian dalam Pasal & ayat (2) ancaman pidana
ditujukan terhadap hakim yang menerima pemberian yang oleh
pemberinya dimaksudkan untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili, Selain
hakim, juga terhadap advokat yang menerima pemberian yang
oleh pemberinya dimaksudkan untuk mempengaruhi nasihat atau
pendapat yang akan diberikan oleh advokat tersebut sehubungan
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
Dengan begitu yang menjadi pelaku dalam pasal & ayat (2) adalah
hakim dan advokat yang menerima gratifikasi yang mempengaruhi
pelaksanaan kewajibannya..

Pada dasarnya Pasal 6 ayat (2) ini juga sama dengan Pasal
12 bagian ¢ dan d. Namun dengan perimbangan yang sama
seperti Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 bagian a dan b, menurut R
Wiyono ( 2006: 56) penyidik dan penuntut umum juga akan
memilih untuk menerapkan Pasal 12 bagian c dan d.

Selanjutnya, Pasal 11. Pasal 11 merupakan pasangan dari

Pasal 13. Dimana dalam Pasal 11 juga tidak disyaratkan harus




adanya sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dari

penerima gratifikasi. Jadj Cukup dengan Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara mengetahui atay patut menduga bahwa

orang yang memberi hadiah atay janji beranggapan jabatan yang

dipangku oleh Pegawai Negeri atay Penyelenggara Negara

tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang
memberi hadiah atau janji dan tidak mutiak apa yang
diharapkannya itu sudah dilakukan.

Ketentuan Terhadap Pemberi Gratifikasi

Terhadap pemberi gratifikasi tidap ada perbedaan dengan
pelaku suap aktif, yakni Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) serta
Pasal 13 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 dan merupakan
delik suap aktif. Adapun bunyi dari Pasal 5 ayat (1) a dan b

adalah:

1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun danfatau pidana
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: .
a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai

Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud
supaya Pegawal Neger atau Penyelenggara Negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b) ;l:umberi gesuaty kepada Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara karena afau berhubungan
dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
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Dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b yang menjadi pelakunya

adalah setiap orang. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam
Pasal 5 ayat (1) a dan b adalah perseorangan termasuk korporasi,
baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk
badan hukum. ( R. Wiyona, 2006 22)

Dalam Pasal 5 ayat (1) a dan b disebutkan bahwa setiap
orang yang dimaksud memberikan atau menjanjikan sesuatu
kepada Pegawal MNegeri. Memberikan atau menjanjikan dapat
diartikan sebagal menyerahkan atau akan menyerahkan sesuatu,
dimana sesuatu itu dapat berupa hadiah atau apa saja baik
berwujud ataupun tidak berwujud. { R. Wiyono, 2006: 46-47)

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pegawai Neger adalah
sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang
meliputi pengertian Pegawal Neger dalam Undang-Undang
tentang Kepegawaian, pengertian Pegawai Negeri dalam KUHP;
serta orang yang menerima gaji dari keuangan negara/ daerah,
atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan
negara/ daerah, atau dar korporasi lain yang mempergunakan
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara
kan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan

yang menjalan
pejabat lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan
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e
penyelenggaraan fegara sesuai dengan ketentuan peraturan

eru X
perundang-undangan yang berlaku. (R. Wiyono, 2006: 48-49)
Terdapat perbedaan unsur antara Pasal ayat (1) bagian b
dengan bagian a, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) a pelaku tindak
pidana korupsi dalam memberikan atau menjanjikan sesuatu
mempunyai tujuan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara
Negara melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya, sedang dalam Pasal § ayat (1) b pelaku
tindak pidana korupsi memberikan sesuatu kepada Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut karena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya.(R. Wiyono, 2006: 50-51)
Selain dalam Pasal 5 ayat (1), ancaman pidana terhadap
pemberi gratifikasi juga diatur dalam Pasal 13. Adapun bunyi dari
Pasal 13 adalah:
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai
Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang
melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi
hadiah atau Janji dianggap melekat pada jabatan atau
kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau r.l-gnda pjaiing banyak Rp.
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Pada Pasal 13, pelaku tidak perlu dibuktikan bahwa
pemberi mempunyai maksud agar Pegawai Negeri yang diberi
hadiah atau janji dapat digerakkan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dalam jabatannya atau kedudukannya yang
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bertentangan dengan kewajibannya, atau Pegawai Negeri yang

menenma hadiah atau janji itu telah melakukan sesuatu yang

bertentangan - dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1}adanb, (R. Wiyono, 2006: 117)

Jadi tidak disyaratkan harus ada sesuatu yang
bertentangan  dengan  kewajiban Pegawal Negeri atau
Penyelenggara Negara. Tetapi sudah cukup jika pelaku tindak
Pidana korupsi itu pada waktu memberi hadiah atau janji kepada
Fegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ada hubungannya
atau dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat
pada jabatan atau kedudukan atau yang oleh pelaku dianggap
melekat pada jabatan atau kedudukan dari Pegawai Negeri
tersebut. (K. Wiyono, 20086: 117)

Selain Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13, ancaman pidana
terhadap pemberi gratifikasi juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) a
dan b. Dimana oleh pelaku pemberian tersebut ditujukan kepada
hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang
diserahkan kepada hakim tersebut untuk diadili. Juga terhadap
advokat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
untuk  menghadiri suatu persidangan, dengan maksud
nasinat atau pendapat yang akan diberikan

mempengaruhi
sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan

untuk diadili.




C. Pembuktian

1.

Teori Pembuktian
Of dalam hukum acara pidana dikenal adanya teori
pembuktian sebagai berikyt:
1) Teori pembuktian objektif murni
2) Teori pembuktian bebas
3) Teori pembuktian subjektif murni
4) Teori pembuktian negatif wetterlijk (negatif menurut undang-
undang)

Ad. 1. Teori Pembuktian Objektif Murni

Menurut ajaran positif hukum (positief wetterijk) ini, bahwa
alat-alat serta dasar-dasar pembuktian ditentukan secara limitatif
dalam undang-undang, hakim harus menyatakan sudah terbukti
hal-hal yang telah disimpulkan dari sejumlah alat-alat pembuktian
berdasarkan undang-undang, sedangkan keyakinan menurut hati
nuraninya tidak boleh memegang peranan sama sekali. Dalam
teori ini dimana undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang
dipercleh oleh hakim dan bagaimana cara mempergunakannya,
dan menetapkan alat-alat bukti itu dan kekuatan pembuktian dari
alat-alat bukti itu, sedemikian rupa bahwa kalau alat-alat bukti itu
sudah dipakai secara yang telah digariskan undang-undang, maka
hakim ferikat untuk menetapkan keadaan yang sudah terbukti,

walaupun mungkin keyakinan hakim bahwa orang itu tidak
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bersalah, namyn Keyakinan harus dikesampingkan dan

menetapkan bahwa keadaan sudah terbukti.
247)

(A. Hamzah, 2005:

Sekiranya tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-

alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus

menetapakan keadaan tidak terbukti, meskipun mungkin hakim
berkeyakinan bahwa ity benar-benar terjadi, dimana
dikesampingkan sama sekali keyakinannya tentang terbukti atau
tidaknya dari hal sesuaty itu.

Dengan kata lain teori pembuktian yang objektif mumni ini
adalah sama sekali menyampingkan peranan hakim dan
keyakinannya, sebenarnya bertentangan dengan prinsip bahwa
dalam acara pidana dimana suatu keputusan hakim harus
berdasar atas kebenaran. Sebab bagaimana hakim dapat

menetapkan kebenaran selain menanyakan kepada hati nuraninya
| akan kebenaran itu, dan bagi seorang hakim yang jujur dan
berpengalaman, mungkin sekall sesuai dengan keyakinan
masyarakat seandainya mungkin bahwa masyarakat itu diberi
kesempatan memeriksa perkara seerti halnya tugas hakim.
: Teori pembuktian ini juga disebut sebagai sistem

pembuktian formal. Dan karena sifatnya yang kaku, teori ini sudah

tidak memiliki penganut lagi.
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Teori ini juga Mendapat tantangan keras dari seorang pakar

hukum yaity Wirjono Prodjodikoro (A, Hamzah, 2005: 247) yang

menurut beliay:

Bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain
dengan cara menyatakan pada keyakinannya tentang hal
kebenaran itu, berpengalaman mungkin sekali adalah
kesesuaian dengan keyakinan masyarakat'.

Ad. 2. Teori Pembuktian Bebas

Dalam teori ini, hakim bebas sama sekali dalam
menetapkan keyakinannya, dan ditambah lagi bahwa hakim tidak
perlu mempertanggung  jawabkan cara-cara memperoleh
keyakinan tersebut, maka menurut teori ini hakim juga bebas
dalam keseluruhan pembentukan keyakinannya tanpa dibatasi
oleh aturan-aturan mengenai alat- alat bukti di dalam undang-
undang. (A. Hamzah, 2005: 248)

Dalam teori pembuktian yang bebas, pembuktian penelitian
bebas oleh hakim dalam keseluruhannya ialah atas dasar ilmu
pengetahuan dan logika, jadi tidak dengan dasar undang-undang
yang terlebih dahulu ditetapkan, sedang dalam teori pambuktian
yang negatif adalah bahwa dalam membentuk keyakinan hakim
harus didasarkan atas aturan-aturan pembuktian yang telah
ditetapkan oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini memberikan kewenangan yang besar

kepada hakim sehingga terjadi kesulitan dalam mengawasinya.

Kelemahan sistem ini inilah yang dapat mengakibatkan hakim
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dalam m e
eMutus suaty perkarg dapat sewenang-wenang ﬁﬂhhgg-ﬁ" -
orang ya ]

9 ¥30g seharusnya bersalah diberi putusan bebas, sebaliknya

ora -
N9 yang tidak bersalah sama sekal| harus mendekam di balik

jeruji besi akibat perbuatan hakim yang sewenang-wenang itu, (A,

Hamzah, 2005: 24g)

Menurut Wirjono Prodjodikoro (A. Hamzah, 2005: 248)
bahwa:

"Sistem pembuktian ini pernah dianut di I

: —— i Indonesia, yaitu pada
Pengadilan d:slnk_ dan pengadilan kabupaten. Sistemn ini
katanya memungkinkan menyebut apa saja yang menjadi
dasar keyakinannya, misalnya keterangan medis atau dukun®,

Ad. 3. Teori Pembuktian Subjektif Murni

Teori ini tidak membuktikan dalam undang-undang alat-alat
serta dasar pembukfian, tetapi yang memberikan peranan kepada
hakim, kebebasan mutlak atau absolut dalam penilaian atas dasar
keyakinan menurut hati dan perasaan hakim. (A. Hamzah, 2005:
248)

Menurut teori ini tidak diakui aturan-aturan pembuktian
yang objektif untuk kekuatan pembuktian dan menyerahkan
segala sesuatunya pada dasar-dasar penilaian subjektif dari
hakim, dengan sendirinya teori ini juga mengenyampingkan setiap
alasan yang menjadi dasar suatu keputusan hakim.

Teori subjektif murni  ini adalah suatu teori yang

menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan seorang

hakim, yang hersifat perseorangan untuk itu hakim dapat
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mempe
Perturutkan Perasaannya semata-mata dalam menentukan

apakah suaty keadaan harus dianggap sudah terbuki.

Dalam teorj keyakinan belaka maka hakim tidak

berkewajiban  untuk mencantumkan dalam  keputusannya

mengenal alasan-alasan pemidanaan pada terdakwa, dan kalau
hakim tidak terikat dan dapat mempergunakan alat bukt apa saja.
Adapun persamaan dan perbedaan antara teori pembuktian yang
bebas dan teori pembuktian yang negatif wettelijk adalah sebagai
berikut:

FPersamaannya adalah bahwa hakim harus memperoleh
keyakinan pada bukti yang telah diberikan, dimana hakim harus
berpegang pada aturan pembuktian tersebut. Sedangkan
perbedaannya bahwa menurut teori pembuktian yang bebas
penilaiannya dalam keseluruhannya harus diserahkan pada hakim
atas dasar ilmu pengetahuan dan logika, sedangkan menurut teori
pembuktian negatif menurut undang-undang adalah bahwa
keyakinan tersebut didasarkan pada aturan-aturan pembuktian
yang ditetapkan dalam undang-undang. (A. Hamzah, 2005: 249)
Ad. 4. Teori Pembuktian Negatif Wettelijk (negative menurut

undang-undang)

Teori ini kenyataannya di Indonesia masih tetap dianut

dalam acara proses persidangan pengadilan.

i3
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ME' HER -
MUt teori in, hakim boleh menyatakan seseorang

bersa ji i
lah jika telah dapat dipenuhi syarat-syarat bukti menurut

undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang benar

bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana. Dengan
demikian, walaupun sudah cukup bukfi yang sah menurut undang-
undang yang felah ditetapkan, namun hakim tidak yakin maka
tidaklah dapat seseorang ity dikenakan hukuman, ( A. Hamzah,
2005: 251)

Dengan demikian dalam sistem pembuktian ini. alat-alat
bukti secara limitatif ditentukan dalam undang-undang bagaimana
Cara mempergunakannya, hakim juga terikat pada ketentuan
undang-undang.

MNegara Indonesia menggunakan sistem negative wettelijk
seperti diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.

Bunyi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila
pengadilan karena alat pemht_lktian yang sah menurut
undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang
dianggap dapat bertanggung jawab, "tehah bersalah atas
perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

isi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
di atas apabila ditinjau lebih lanjut isinya hampir sama dengan

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan




sekurang-
g-kurangnya ada dua pyan Akan tetapi pada penjelasan

sal t '
Pasal tersebut dikatakan bahwa untuk acara pemeriksaan cepat,
keyakinan hakim Cukup didukung saty alat bukt yang sah.

Dengan demikian menuryt penulis, teor ini layak untuk
dipertahankan, Mengingat teori ini harus benar-benar berdasar

pada keyakinan hakim dan berdasarkan pula pembuktian menurut

Undang-Undang, Sehingga ada ketentuan yang mengikat hakim

dalam menyusun keyakinannya,

Sistern Pembuktian Dalam KUHAP

Untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan
kepastian hukuman bagi seseorang dalam acara pemeriksaan
biasa tentang pembuktian diatur dalam KUHAP Pasal 183 sampai
Pasal 191.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseocrang
kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-
benar teradi dan bahwa terdakwalah vyang bersalah

melakukannya”.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman haruslah terpenuhi dua

syarat yaitu:
a. Alat-alat bukti yang sah (weltige bewijsmiddelen)

b, Keyakinan hakim (overtuiging des rechlers)

Dengan hanya satu alat bukti saja, misalnya keterangan

dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, tetapi harus
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d
€ngan keterangan beberapa alat bukti, Saty alat bukti saja,

u =
ndang undang Menganggap  tidak  atay belum  cukup

membuktikan kesaiahan terdakwa.

EEhuhungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada
'agi prinsip yang periu dibicarakan yakni masalah "batas minimum
pembuktian”. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang
mengatur batas yang harus dipenuhi memuktikan kesalahan
terdakwa. Atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah
Suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau
tidaknya alat bukti membuktikan salah atau bidaknya terdakwa.
Artinya sampai “batas minimum pembuktian® mana yang dapat
dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah
kesalahan terdakwa mesti dibuktikan dengan semua alat bukti
yang sah, atau sudah dianggap cukup, jika kesalahan itu
dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua atau tiga alat bukti
yang sah. (A Hamzah, 2005: 251)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,
undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar
ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika
ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukfi
ity maka terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila
dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis
isebut dalam Pasal 184 ayal (1) KUHAP. Kalau

kesalahannya

alat bukti yang d




begitu, mini '
gitu, minimum Pembuktian Yang dapat dinilai cukup memadai

untuk i
membuktikan kesalahan terdakwa, dibuktikan dengan

52 -
Kurang-kurangnya atay paling sedikit dua alat bukti yang sah.

Jelasnya untuk membuktikan  kesalahan terdakwa
merupakan:

harus

1. Penjumiahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah

dengan seorang saksi ahii atau surat maupun petunjuk, dengan
ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling
bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan
antara satu dengan yang lain.

2. Bisa juga, penjumiahan dua alat bukii itu berupa keterangan
dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling
menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan
seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan
saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling
persesuaian.

Sebenarnya prinsip minimum pembuktian bukan saja diatur
dan ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, tapi dijumpai dalam
pasal yang lain. Namun, sebagai aturan umum (general rule) dan
prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Oleh karena itu, tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur pada
Pasal 183 KUHAP tersebut, periu juga dibicarakan beberapa asas

yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih
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asal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja

tdak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah
terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas lazim
disingkat dengan istilah: satu saksi tidak merupakan saksi

(unus testis nullus festis)

2. Pasal 189 ayat (4) KUHAP, keterangan atau pengakuan
terdakwa (confession by on accused) saja tidak cukup
membuktikan kesalahan terdakwa.

Penjelasan di atas merupakan sistem pembuktian yang
berkaitan dengan prinsip batas minimum pembuktian yang
terbatas dalam pemeriksaan perkara dengan acara pemeriksaan
biasa.

Selanjutnya yang dimaksud alat bukti, seperti yang telah

disebutkan beberapa kali di atas, dapat dilihat di dalam Pasal 184

KUHAP yaitu:

1) Alat bukti yang sah ia!Lah'.
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
¢. Surat

d. Petunjuk
a. Keterangan terdakwa _ .
2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak periu

dibuktikan
Penjelasan lebih lanjut mengenai alat bukti yang terdapat di

dalam pasal 184 KUHAP di atas dapat dilihat di bawah ini:




B T g R —

1. Keterangan Sas;

Keterangan saksi adalah alat buki yang pertama disebut

d
alam Pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan  khusus tentang
keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 {satu) pasal saja yaitu

Pasal 185 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi

adalah keterangan saksi yang dinyatakan di dalam sidang
pengadilan,

Pasal 1 butir 27 KUHAP memberi pegertian keterangan

saksi sebagai berikut:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia
alami sendini dengan menyebut alasan dari pengetahuannya
itu.”

Dengan demikian pendapat atau rekaan yang dipercleh dari
hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi, demikian
pula keterangan yang diperoleh dari orang lain juga ftidak
termasuk keterangan saksi. Keterangan saksi yang mendengar
daro orang lain mengatakan atau menceritakan, dalam iimu
hukum acara pidana disebut testimonium de auditu. Dan

berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi ini tidak

dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Tidak semua keterangan yang diberikan oleh saksi adalah

rupakan alat bukti, Nanti dikatakan sebagai alat bukti, apabila
me:

keterangan itu saksi nyatakan pada sidang di pengadilan. Saksi
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sebelum -
memberi keterangan dalam sidang mengangkat sumpah

atau  janji
1anil atau  mengucapkan janji setelah memberikan

keterangan.

Menurut Pasal 161 ayat (1) KUHAP yaitu:

“Dalam hal saksi atau ahli tan
| pa alasan yang sah menolak
;gtlﬁ.::i b?gs{;m;rah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan

e s S B S
tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari".
Saksi yang memberikan keterangan palsu, diancam pidana

tentang sumpah palsu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 242
KUHP. Sedang seliap orang yang menclak dipanggil untuk
memberikan keterangannya sebagai saksi dapat diancam pidana
sebagaimana yang tertera dalam Pasal 224 KUHP dan Pasal 522
KUHP.
2. Keterangan Ahli

Pengertian umum dari keterangan ahli dicantumkan dalam

Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyebutkan:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh
seseorang yang memiliki keahlian tentang hal yang diperiukan
untuk membuat terang sualu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan”,

Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa

"Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang

pengadilan’”.




Dida i
larn Penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa:

"HEtErﬂ a . . i
pEmank?;aT-. a&;h i dapat juga diberikan pada waktu
dituangkan u:tal?h Bt beng 2 Penuntut umum  yang
mengingat M suatu bentuk laporan dan dibuat dengan
it T{gﬂﬂh diwaktu ia menerima jabatan atau
it ol hal ity tidak diberikan pada waktu
,+58an oleh penyidik atau penuntut umum, maka
pemeriksaan di sida :

| ng, diminta untuk memberikan keterangan
dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Hetemngan

tersebut diberikan setelah i ek
hadapan hakim". la mengcapkan sumpah atau janji di

Dari pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan
maupun hakim yang memeriksa perkara, tidak diharapkan
memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sedemikian luas
sampai meliputi segala lapangan hidup.

3. Surat

Pengertian surat dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP
sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf ¢,
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah
adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang
dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang
dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang
kejadian atau keadaan yag didengar, dilinat atau dialami
sendiri, disertal dengan alasan yang jelas dan tegas
tentang keterangan itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan atau surat yang dibuat cleh pejabat
mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang
menjadi tanggung jawabnya dan yang dlpenn}qukan bagi

huktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

¢ surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

" berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanys,

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dan alat pembuktian lain.
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Dapat dis;
disimpulkan secara singkat bahwa yang dimaksud

antara
surat-surat ity adalah akta autentik yang dibuat oleh

jabat = i
pe| esual dengan ketentuan perundang-undangan yang

berla i i
ku, seperti akte notaris dan sebagainya termasuk di

dalamnya berita acara, khusunya untuk butir a dan b,

Untuk butir ¢ adalah keterangan ahli dalam bentuk tertulis
yang tidak diminta untuk dijelaskan lebih lanjut di muka sidang.
Sehingga pernyataannya dimasukkan ke dalam kategori surat

Surat lain yang dimaksud di dalam butir d adalah surat-
surat atau yang lazim disebut dengan akte di bawah tangan
dengan isi dari alat pembuktian yang lain, jadi mempunyai arti
yang sangat luas.

3. Petunjuk

Selanjutnya, alat bukti petunjuk ini dijelaskan dalam Pasal

188 KUHAP, sebagai berikul:

1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang
kerena persetujuannya, baik antara yang satu dengan
yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendin,
mefandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan
siapa pelakunya. ;

2) Pgtl::mjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat diperoleh dar:

5. keterangan saksi,
b. sural

keterangan terdakwa. _ _ _
3) E:enilaian afgas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk

dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim

i bi telah ia mengadakan
an arif lagi bijaksana, Se .
ggﬂ'?ariksaan dengan penun kecermatan berdasarkan hati

nuraninya.
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Dari penj i
Penjelasan pasal gj atas, maka dapat dikatakan bahwa
petunjuk sebagai ajat bukii harusiah:

1. ' i
Mempunyai Persesuaian saty sama lain atas perbuatan yang

terjadi.

2. Keadaan-keadaan Perbuatan itu berhubungan satu sama

lain dengan kejahatan yang terjadi.
Berdasarkan pengamatan hakim, baik dar keterangan
terdakwa maupun saksi di persidangan.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam KUHP Pasal 184 butir ¢ dicantumkan keterangan
terdakwa sebagai alat bukti. Mengenal keterangan terdakwa dapat
dilihat pada Pasal 188 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

*Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di
sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia
ketahui sendiri atau yang dialami sendiri”.

Jadi keterangan terdakwa bukan saja merupakan
pengakuan terdakwa tetapi juga penyangkalan dari terdakwa. Atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jadi keterangan
terdakwa harus dinyatakan di muka sidang dan hanya
diperuntukkan untuk dirinya sendiri

Dalam Pasal 189 KUHAP ayat (4) juga disebutkan bahwa:

wa saja ftidak cukup untuk membuktikan
Eii:: melakukan perbuatan yang didakwakan
harus disertai dengan alat bukb yang

“Keterangan ter
bahwa ia bersa

kepadanya melainkan
lain”.




Jadi keterg
n9an terdakwa belum dapat dikatakan sebagai

bukti yang Sempuma

) Pada kekuatan pembuktian apabila belum
Isertai de '
ngan alat bukti yang sap lainnya serta keyakinan hakim.

Terda i
kwa dalam memberikan kelerangannya adalah bebas

baik pad i i i
Pada pemeriksaan di tingkat penyelidikan maupun di tingkat

pengadilan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 KUHAP yang
menyatakan:

"Dalam pemeriksaan pada ti i '

ngkat penyidikan dan pengadilan,
tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan
secara bebas kepada penyidik atau hakim®

Dalam pemeriksaan di sidang kemungkinan terdakwa tidak

mau menjawab atau menoclak untuk menjawab. Untuk itu Pasal

175 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Jika terdakwa tidak mau atau menoclak untuk menjawab
pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang
menganjurkan untuk menjawab dan setelah ity pemeriksaan
dilanjutkan”.

Jadi dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa
ketentuan dalam KUHAP memberikan kemungkinan kepada
terdakwa untuk tidak mau menjawab atau menolak  untuk
menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Atas sikap

terdakwa tersebut, hakim ketua sidang menganjurkan agar

terdakwa menjawab, jika terdakwa tetap bersikap tidak mau

menjawab pertanyaan-pertanyaar, maka sidang dilanjutkan. Disini

nampaknya tidak ada sanksi apa-apa, kecuall mungldn aksn

44




marugikan
g terdakwa it Sendin, namun kiranya itu sesuai dengan

asas bah
Wa keterangan terdakwa diberikan secara bebas.

. ,
Ketertiban sidang selaly dijaga dan dipelihara oleh hakim

ketua, d
an dalam hal terdakwa bertingkah laku yang tidak patut,

haki
akim ketua dapat mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang,

tentunya dengan tegquran terlebih dahulu. Kemudian melanjutkan
persidangan tanpa kehadiran terdakwa,

. Sistem Pembuktian Terbalik

Keinginan kuat dar seluruh pihak, baik aparat hukum
sebagai penegak keadilan serta aparat pemerintah dan lembaga
legislatif serta masyarakat sebagai pemantau teraksananya
hukum adalah faktor penentu berjalannya pemerintahan negara
yang bebas dari kasus korupsi. Kefika seluruh bagian dari
masyarakat sepakat untuk berjuang, maka negara dapat terbebas
dari prakiek korupsi.

Namun tak dapat dipungkiri bahwa memberantas korups
adalah hal yang sulit dilakukan. Apalagi ketika korupsi melibatkan
aparat negara yang menduduki jabatan penting, sehingga memiliki
sedikit kekebalan hukum. Posisi penting yang dipegang seorang
k di lingkup eksekutif maupun legisiatif,

pe.nguaﬂ.a nE'gHm* hﬂ1

sedikit banyak, telah , mempengaruhi keberanian aparat penegak

hukum untuk memeriksa mereka yang diduga melakukan korupsi.
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Apalagi b '
g1 bila pejabat tersebut harus ditindak, begitu banyak

K
ekebalan hukum ¥ang dibuat oleh pemerintah sendiri untuk

melin i .
dungi aparat mereka, misalnya diperiukan surat Mendagri

untu '
K memeriksa Seorang gubernur atau bupafi yang diduga

melakukan korupsi, Sehingga aparat hukum harus melalui proses
panjang untuk bisa membuktikan kebenaran,

Meski telah melewati proses panjang tersebut, bukan
berarti korupsi dengan mudah dibuktikan, Sebab korupsi telah

semakin berkembang bentuk-bentuknya,

Seiring dengan berkembangnya medus dari tindak pidana
korupsi, maka lahir suatu sistem pembuktian terbalik dimana
beban pembuktian diserahkan kepada orang yang diduga
melakukan tindak pidana tersebut Dengan kata lain pembuktian
terbalik adalah suatu rangkaian pembuktian dimana terdakwa

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi yang dituduhkan padanya. (Husriah Al

Hasan, 2007: 95)

Namun penerapan sisten pembuktian terbalik dalam suatu

perkara pidana jelas merupakan pelanggaran terhadap asas

praduga tak hersalah, Dalam sistem pembuktian terbalik, hakim

berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah

lakukan suatu pelanggaran terhadap hukum. Kemudian
me

. bahwa dirinya tidak
harus membuktikan
terdakwalah yand
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Penuntu
ntut Umum. {Majalan Konstan Oniiine, 28 Oktober 2008)

Dalam sisg i
tem pembuktian Sepert tersebut di atas, tampak

bahwa hak-hak Seorang terdakwa tidak dijamin karena Hakim

dapat saja menjatuhkan Putusan pidana tanpa adanya suatu alat

bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya

tidak bersalah. Jadi di sinj hanya dengan adanya keyakinan hakim

sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu
adanya alat bukli. Hal ini sama dengan sistem dalam teori

pembuktian berdasar keyakinan hakim semata.

Menurut Luhut M_P. Panganbuan (Kompas, 2 Aprl 2001),

bahwa:

*Bila sistem pembuktian terbalik ini diterapkan maka akan
membawa implikasi negatif yang luar biasa yaitu:

Pertama, secara umum kita akan kembali pada satu zaman
yang disebut dengan ancient regime. Pada zaman i
berkuasa The Holy Ingusition yang kemudian dikenal dalam
hukum acara pidana dengan sistem inkuisitoir. Tersangka dan
Terdakwa menjadi obyek. Sebab pengakuan merupakan alat

] nting. B . .

I?{::;t:l :fmgaf:m sigluasi rendahnya ;f;apah.lataa dan integritas
aparatur penegak hukum dewasa ini maka sistem pembuktian
terbalik bisa menjadi alat black-mailing yang efektif untuk
memperkaya diri dan bentuk penyalahgunaan penegakan

hukum yang lain. eningkatkan profesionalitas dan

Ketiga, usaha kLt mkan menjadi tidak periu bila sistem

Y . kum a
integritas perﬁﬂ:i;“éim fma. Sebab ia cukup mengandalkan

pembuktian pran jtu gagal narapidanalah la. Jadi
hila orang .
r?:ﬂnpgz;aﬂ hukum itu cukup setingkat debf collector.
apa
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Meskipun dsas Pembuktian ter

balik mengandung banyak
kE]Emahan seperti dj 9 ¥

atas, bukan berarti asas pembuktian terbalik

tidak dapat diterapkan, Penerapan

sistemn pembukban terbalik

terhadap ' i
ap tindak pidang karupsi inj sudah dianut dj Hongkong,
Malaysia, dan Singapura.

Penerapan Pembuktian terbalik di Hongkong diatur datam

Pasal 10 (1b) Prevention of Bribery Ordonance 1970, Added 1974

(Kompas, 14 April 2001) yang isinya sebagai berikut:

‘or is in control of pecuniary resources of
disproportionate to his present or past official mﬁ?ﬂiﬁ
shall, unfess he gives salisfactory explanation fo the court as
to how he was able to maintain such a standard of living or
how such pecuniary resources of property came under his
control, be guity of an offence. Dapat diartkan bahwa
menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yvang tidak
sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan
resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan
pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu
penjelasan yang memuaskan kepada pEﬂg&dilanl mengenal
bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang
demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan
atau harta itu dapat ia kuasai®.

Pembuktian terbalik di Malaysia diatur di dalam Anfi
Corruption Act {ACA) pada Pasal 42 (A Hamzah, 2002: 39) yang

menyatakan bahwa “semua gratifikasi kepada pegawai negeri

atau penyelenggara negara dianggap suap kecuali dibuktikan

sebaliknya oleh terdakwa’.
prevention of Corruption Act (PCA) di Singapura
am

uktian terbalik. Akan tetapi terdapat
Anti Corruption

Di dal

juga diatur mengenal pemb

rbedaan antara Singapura dan Malaysia. Pada
pe
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lan a -
bag Cara {pembuktian), Sedangkan pada Prevention of

Corruption :
wHon Act (PCA) Singapura Pembuktian terbalik dijadikan

(Kompas, 14 April 2001)
Penerapan sistem Pembuktian

sebagai bagian dar; FUmusan deik_

terbalik  ini  menurut

keterangan secrang Pejabat Independent Comission Against

Corruption Hongkong cukup efektif untuk memberantas tindak

pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi.

Sebab akan sulit paginya memberikan penjelasan yang

memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang
kekayaannya itu diperoleh dangan-cara yang tidak sah. (Kompas,
14 April 2001)

D. Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi
Tindak pidana korupsi adalah sebagaimana juga tindak pidana
pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi

penyimpangan keuangan negara atau pereiconomian negara, yang

semakin canggih dan rumit, Sehingga banyak tindak pidana korupsi

Karena itu
lolos dari sistem pembukiian berdasarkan KUHAP.

nerapkan  sistem
pembuktian ~ undang-undang, mencoba  menerapka

alik sebagaimana yang diterapkan dalam - ertem

pembuktian terb

' ' 01: 107)
beracara pidana di Malaysia. (Martiman P, 20
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Agar tidak begity Menyimpang gar;

dianut dalam KUHAP
 Maka ' i

Pembuktian terbalik Yang diterapkan

terbalik terbatas  dan berimbang. Bukan

pembuktian terbalik Mumi yang berlaky dj

2001: 107)

adalah  pembukgian
Malaysia, (Martiman P,

Pembuktian terbalik dalam gratifikasi digtyr di dalam Pasal 128

ayat (1) Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2001 yang bunyinya
sebagai berikut:

Setiap gratifikasi Henadq Pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

8. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10,000.000,00 (sepuluh juta
rupian), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap
dilakukan oleh penuntut umum.

Menurut R. Wiyono (2008:111) dijelaskan bahwa "ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a merupakan
penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHAP,
karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum

yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi

h juta
tentang gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (seouluh ju

rupiah) atau lebih". |
p ban pambuktian. atay siapa yang harus

adalah dibebankan kepada Penuntut

Mengenai kewaj

membuktikan, menurut KUHAP

'.ZI-- i _
A,
) \"‘-Hﬁ.r"
sistem pembuktian yang ="----




"Setiap orang vyang di .
dan/atau djhadap{-{ang di r'r?[?;‘g';?&a ditangkap, ditahan, dituntut

tidak bersalah sampai mawﬂ“ﬂ pengadilan wajib dianggap

tusan adil
menyatakan kesal o Takatsrs g
beall ahannya dan memperoleh kekuatan hukum

Namun penyimpangan tersebut dapat dibenarkan Karena
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a merupakan
ketentuan yang ditentukan lain dari ketentuan yang terdapat dalam
KUHAPF. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1859 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 sebagai berikut:

“Penyidikan, penuntutan,dan pemeriksaan di sidang pengadilan

dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan
hukum pidana yang berlaky, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-Undang ini".

Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang
g nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau
kuli apa yang oleh penjelasan umum

gratifikasi yan
lebih menerapkan atau mengi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
artinya bukan Penuntut Umum, tetapi terdakwa

2001 dinamakan dengan

pembuktian terbalik, |
i membuktikan hahwa terdakwa tidak melakukan tindak
yang wall
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pidana korupsi tentang aratifikas;

(sepuluh juta rupiah) atay, lebih,

Yang nilainya Rp. 10.000.000 00

Jika  sampaj terdakwa tidak dapat

| membuktikan, oleh
pengadilan diputugkan bahwa terdakwa

terbukti telah melakukan

indak pidana  korups; tentang  gratifikas; yang nilainya Rp.

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 128 ayat (1) huruf g,

Sudah tentu yang harus dibuktikan oleh penerima aratifikasi

adalah bahwa gratifikasi tersebut fidak berhubungan dengan
jabatannya dan tidak berawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Adapun pembuktian bahwa pegawal negeri atau penyelenggaraan
negara tersebut telah menerima gratifikasi adalah menjadi kewajiban

dari penuntut umum.
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BAB Jij
METODE PENELIT AN

Metode Penelitian pada hahei-:am}ra memberikan pedoman

tentang
cara-cara seseorang ilmuan mempelajari

Mmenganalisa, dan memahami
lingkungan yang dihadapinya. Dajam fangka menemukan pemecahan dari

permasalahan yang disebutkan dgj atas, maka penulis melakukan

penelitian sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memilih lokasi
penelitian Kejaksaan Agung dan Pengadilan MNegeri Jakarta Selatan.
Adapun pertimbangannya bahwa lokasi penelitian tersebut
mempunyai kewenangan berdasarkan judul yang diangkat oleh
penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Janis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung

an responden haik melalui pengamatan maupun dengan
dengan ;

menggunakan daftar pertanyaan.
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C. Teknik Pengumpulan Data

yaitu:

1.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara

Kuisioner

Dilakukan dengan cara mempergunakan angket yang telah
disiapkan oleh peneliti, yang kemudian dijawab oleh hakim
ataupun jaksa yang menangani kasus yang relevan dengan
pembahasan ini.

Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan daftar
tanya jawab yang disusun secara sistematik dan ditujukan

kepada Jaksa ataupun hakim yang berkompetensi dalam
penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari

dokumen-dokumen dari kasus korupsi yang telah diadili dan

relevan dengan pembahasan ini.
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D. Analisis Data

Dalam Penyusunan skripsi inj

Penulis menggunakan metode
analisis kualitatif deskriptif yaitu Menganalisa datg Yang dipercleh dari

angket, studi dokumentasi dan Wawancara dengan cara menjelaskan

dan menggambarkan kenyataan obyek penelitian yang didapat dari
hasil penelitian dokumen-dokumen dan berkas perkara. Lebih jelasnya
melalui metode ini penulis akan memberikan gambaran mengenai

permasalahan serta penyelesaian masalah yang berkaitan erat

dengan penulisan ini,
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nB

Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No
1809/ pid.B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan |

FI-
erkara dengan putusan Pengadilan Megeri Jakarta Selatan

No. 1809/ pid. B/ 2007/ P.N. Jakarta Selatan, pada dasamnya terdiri

atas tiga perkara yang digabungkan, Ketiga perkara tersebut adalah
perkara korupsi dalam penyediaan daging sapi, perkara korupsi dalam
ekspor beras, dan perkara gratifikasi.

Dalam perkara tersebut ada tiga substansi yang selanjutnya
Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya sebagai berikut:
dakwaan pertama adalah korupsi penyediaan daging sapi, dakwaan

kedua adalah korupsi dalam ekspor beras dan dakwaan ketiga adalah

gratifikasi.

Pada putusan Pengadilan Megeri Jakarta Selatan, hakim
menyatakan dalam putusannya bahwa yang terbukti adalah dakwaan

kedua dan kefiga, Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum

mengajukan banding mengenai dakwaan pertamanya  yang

dinyatakan tidak terbukt. |
Selanjutnya dalam putusan banding (Putusan Pengadilan

No. 70/ pid/ 2008/ PT.
akukan perbuatan sHba

DK1.), hakim menyatakan

inggi Jakarta
Tinggi DKI gainana  yang

terdakwa terbukli mel
1]




didakwakan dalam dakwaan

ked :
Ya dan ketigg, Dengan kata lain,

hakim menguatkan putysa Pengaditar,

Terdakwa 1
0 (sepuluh) tahun Penjara dan denda sebesar R
P.

T _ . :
.00 (lima ratus juta Fupian) atau digang dengan 6 (enam)

78.388.538.750,00

bulan penjara, serta uang Pengganti senilai Rp

(tujuh puluh delapan milyar liga ratus delapan puluh delapan juta lima

ratus tiga puluh delapan riby tujuh ratus lima puluh rupiah) atau diganti
dengan pidana penjara selama 2 {dua) tahun. Terhadap putusan

banding tersebut, Terdakwa kemudian mengajukan kasasi

Dalam putusan kasasi (Putusan Mahkamah Agung No. 1083 K/
Pid.Sus/ 2008), hakim memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinagi
DKl Jakarta, khusus mengenai uang pengganti, yang semula pada
Putusan Pengadilan Tinggi DKl Jakarta berumiah Rp.
78.388.538.750,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan
puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima

puluh rupiah) atau diganti dengan pidana penjara 2 (dua) tahun,

diubah jumlahnya menjadi US § 1,602,583.28 (satu juta enam ratus

dua ribu lima ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan dotar

Amerika) atau diganti dengan pidana penjara | (satu) tahun. Namun

ki
pada pokoknya kembali menyatakan bahwa Terdakwa terbu

g didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam

melakukan perbuatan yan

dakwaan kedua dan ketiga.
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terbukti menerima gratifikasj.

Fada kesempatan inj Perkara gratifikasi akan diprioritaskan

pembahasannya. Hal ini yntuk menjaga  konsistensi dala
m

menggunakan perspektif hukum pidana terhadap gratifikasi,
Sebelum membahas mengenai upaya pembuktian terbalik yang

dilakukan oleh Terdakwa, sangatlah penting untuk memahami
dakwaan dan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
terhadap dakwaan yang ketiga ini. Hal ini dimaksudkan untuk
memudahkan pemahaman materi dalam perkara ini. Disamping itu,
pertimbangan lainnya adalah adanya ketentuan yang bersifat imperatif
yaitu membebankan kewajiban kepada Jaksa Penuntut Umum untuk

membuktikan dakwaannya.

Adapun dakwaan kefiga Jaksa Penuntut Umum dalam perkara

ini pada pokoknya sebagai berikut.

HETIGSahwa Terdakwa WIDJANARKO _F‘UﬁPgiraﬂm ;2352:
pegawal negeri atauil penmesr;%galpr:g E?LET{%UTDG} hﬂfﬂﬂﬂﬂ;&gg

i Badan :
Eﬂbagab:: Kﬁfuaﬂi:n Presiden No. &M tanggal 19 Februari
Surat Kep [ s

ai
ataupun ﬂﬂﬂiatgri Badan Usaha W o9 engan dibantu_oleh
ngepgmry tanggal 9 Mei 20 ra terpisah)
196/M-BUMN/2003 200 (akan disidangkan seca et
WIDJOKONGKO P > 2003, tangga 1 April Em?ﬁ;:rngﬂm ol
oo tanggaéli 1r::IIEnml?."lr:ana*’t 2004, tanggal 7 Septe '
2003, tangg
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tanggal 6 Oktober 2004
: alau setidage.s
lain dal ak-ti
Geing ank B3 oy 2190 a0 ot
. ® ’ E t i
Selatan dan Kantor Cabang 1%?;”3- MT Kavling 50.51 J;:ar'tug
Raya No. 2 Jakarta AMRO K

5 ' hemang, JI. K
tempat lain dimana Pen;gﬁ ,Ta” selidak-tidaknya i lgm;:E
memeriksa dan meng c8en Jakarta Selatan berwena

adilinya sesyaj Pasal B4 ayat (2) KUHAP

telah menerima hadiah atau janji
patut diduga, bahwa hsn:liahuslltﬂ“ﬂ'm'l!lm'ﬂEL1 i enront ey

ut pikiran orang yang memberikan

dilakukan dengan cara sebaga?gg?i:ut‘:ﬁman jabatannya, yang

- Dalam rangka memenuh; .
Terdakwa selaku Kepala BULDEhdU;Eh:eﬂahE?mkhfraﬂ;ﬁg
BULOG melaksanakan impor beras dari beberapa negara
antara lain dari Thailand. Cina dan Vietnam, adapun dalam
impor beras tersebut yang menjadi perantaranya atau broker
adalah Cheong Karm Chuen alias Steven alias Chuen.

— Selaku perantara (broker) pengadaan beras BULOG, Cheong
Karm Cheun alias Steven alias Chuen (Warga Negara
Singapura) beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada
Terdakwa dengan cara transfer dari rekening atas nama
bersama yaitu atas nama Cheong Karm chuen dengan istrinya
yang bernama Laksmi Setyanti Karmahadi nomor rekening
622-029924-888 di Bank HEEi El-ilfrglr:nﬂng.kmaeiil;; irlﬁ;r:]ng

' Investment Ltd ( i Bank Bu
?ﬁ%ﬁgﬂﬂﬁ yang pada saat itu direktur ABIL dijabat oleh
adik kandung Terdakwa, barnama WIDJDHG":’G'_“G
PUSPOYO, sebesar US 3 1602,583.28 dengan rincian
sebagai berikut:

. "&nggal 28 Maret 2003 sebesar U$$§$.$g.gg
« Tanggal 1 April 2003 sebesar EE:A:]E‘SEEIEE
« Tanggal 9 Juni 2003 sebesar 203,

| T el 1 G 4 S
e

. gu;t:rLjﬂn;:nfmrTﬁrgmmﬁﬁm PUSPOYO, uang tersebut

secara bertahap ditansfer S f'ani ABN AMRO No

ing milik Terdakwa gl
g?ﬁéﬂﬁ%&ﬁ?ﬁ?ﬁﬁ-masing pada tanggal 7 Septe

= E
l 3

tersebut juga
‘ 20,005 i rtaan modal di PT.
sejumlah us % 0, S panys , .
- 4 Tergen dengan rincian:
dipergun e Sentosa (PT SAS). 0o
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* Tanggal 7 yyj 2p
_ 03 spj
l_'lz_ardrekenmg PT EEL':'EI'HI:;: Us $ 250,000,
. TingakTa1da“ keluargamra ®0agai  penyertag
angoal 1 Agustus apga
ditr i 03 sejum
TEr?j:iE; Eﬁ rekening pT JEEb:Ea}JpEE n$ 118,203, 30,
e Tanggal 7 Semardamya yEsiaan modal
transfer ke sr:i?émgerarfaﬂ il oot 10.000.00
PUSPOYo di Bank Wells Kargo Ban "~ o™ Renaldy
*  'anggal 15 September 2004 ke .
ke
US $ 9.470,00, s, Ssgiﬁ?ﬁ?:ﬁﬂg dan Bank Bil sejumiah
e 2,500.00 ke rekeni
anak Terdak Rl
Kargo Bank_wa bernama Renaldy Puspoyo di Bank Wells

—- Bahwa selain transfer dalam b
,_ﬁmeriha, WIDJDEFJNGKD PUEFDT&UZEI?I?:ED&E:LE; :fai{f
Eopn No. Tamme s g, olariog ABR. o ar
¥ -1 dalam bentuk mata i
kepada Terdakwa yaitu: v sk
« Tanggal 29 September 2003, transfer ke menantu
Terdakwa bernama Andre Pasha Djuanda pada Bank BRI
sebesar Rp. 100.000.000,00
« Tanggal 16 Januari 2004, transfer kepada Ade Kusmiati
sebagai pembayaran atas pembelian rumah Terdakwa di
Jalan Darmawangsa VIl No. 75 Kebayoran Baru Jakarta
Selatan, yang sertifikatnya diatasnamakan anak Terdakwa
bernama Renaldy Puspoyo, sebesar Rp.
3.000.000.000,00 di Bank Panin, T —
| 11 Juni 2004 transfer ke anak |erdakwa
) E:ggaﬂindi;l; sejumiah Rp. 1.000.000.000,00
Perbuatan Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO aebagljlr:;ana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Uncang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak or 20
Korupsi yag telah diubah dengan Uﬂgﬁgﬁﬂﬂgﬁgmﬂr 21
Tahun 2001 Tentang Perubahan E|Itals‘ﬂn-:ir.-ﬂll Pidana Korupsi.
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

B ayat (1) disebutkan bahwa:

i i nyelenggara
“Setiap gratifikasi kepada fzﬂu‘:",;'“'aﬂfﬁi?;" bitr?atnfnggn deﬂﬂt::
P?i:'lr:t:n?igaip ;ﬂenn;bat::ﬁawanah dengan kewajibannya &
jaba
tugasnya.”

Dalam Pasal 12

B0




hukum dari P
asal 12B ayat (1) maka gratifikasi yang g
| langgap sebagai
suap di dakwa dengan Pasal-pasal tentang suap,” e

d o

Tahun 2001. Lebih jelasnya, uraian mengenai unsur-unsur Pasal 11

tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dapat diuraikan sebagai berikut

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun i
& 1899 jo. Undang-
Ilz-nj-:r?I?L?tg womor 20 Tabun 2001 terdir atas UﬂEur-mlgur seh‘:;gi
1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelen
Bahwa Terdakwa WJDJANAHIED PEJ?SEP%EEQ :::Iaallah subjek
hukum dalam kapasitasnya sebagai Pegawal Negeri atau
Peny&ienggs!ra_ MNegara yang menjabat sebagai Kepala Badan
Urusan Logistik berdasarkan Keputusan Presiden MNomor:
6/M/2001 dan pada saat berstatus sebagai Perum diangkat
sebagai Direktur Utama BULOG berdasarkan Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. KEP-196/M-
BUMMN/2003 tanggal 19 Mei 2003.
2. Unsur Menerima Hadiah atau Janji.
Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi maupun
keterangan Terdakwa serta dokumen sebagai berikut:
— Dalam rangka memenuhi kebutuhan beras nasional,
BULOG melaksanakan impor beras ke beberapa Negara

salah satunya dari Vietnam.
—  Untuk memenuhi kebutuhan impor tersebut, Terdakwa
menerima tawaran dari eksportir melalui CHEONG EAI:M
CHUEN alias CHUEN alias ET;U]:EH (warga Negara
i i ra (broker}.
il gt F]Eranlm|:|n.‘a;[1ra|'.-.rs-ram CHEONG KARM

—  Bahwa atas diterimanya

gbut, m
CHUEN olen Terdakwa TS/Sebun s GHUEN.

menerima sejumiah U2LE ning bersama dengan istrinya

yang ditransfesfM?asr’Emﬂ KARMAHADI di bank HSBC

bt melalui rekening Arden Bridge investment Ltd

s B da saat itu Direktur dijabat oleh
‘ er i NGKO
ghﬁmﬁﬁgﬁﬁg llfTan:ialu.-.-an, yaitu WIDJOKO

Bl




PUSPOYQ, sep,
'TU, sebeg
sebagai befik. arus g 1.602 583 25 dengan peringi
12y

Tanggal 28
e S
Seca g pa 04 S 13 5 502
I e
iﬂg:ﬂ]ﬂ E{s::::; trr'i::;.s;&r hg iﬁ?;ﬁﬁﬁ ?’Eﬂﬂ??&ﬁ
2004 sejumiah US ﬂ?ﬁnﬁ%"i;ﬁ“&w B
2004 sejumlah US § 20,000.00, nggal 6 Oktober

: -jumiah | selain ity
Juga didistribusikan kepada Terdakwa ILrll“f:al::gluhia. ﬁﬁeur:
maupun anak-anak Terdakwa dan Juga dipergunakan

sebagal penyertaan modal di )

Sentosa (PT. SAS), dengan ﬂnclla:;t Samudra Adidaya

1) Tanggal 15 September 2004 ke rekening istri
Terd_akwa_ atas nama ENDANG ERNAWATI masing-
masing di Bank HSBC sejumlah US $ 100,000.00 dan
di bank Panin sejumlah US $ 9 470.00.

2) Tanggal 7 September 2004 sejumiah US § 10,000.00
dan tanggal 15 September 2004 sejumlah US §
250000 ke anak Terdakwa bernama REMALDY
PUSPOYO.

3) Tanggal 7 Juli 2003 sejumiah US $ 250,000.00 dan
tanggal 1 Agustus 2003 sejumiah US $ 118,203.30,
ditransfer ke rekening PT. SAS sebagai penyertaan
modal Terdakwa dan keluarganya. -

Bahwa selain ditransfer dalam bentuk mata uang dofar

Amerika, WIDJOKONGKO PUSPOYO selaku Direktur

ABIL, juga telah memfasilitasi pengirman uang melalus

rekening ABIL di E-Tk Buknlznj':;:i_daiam bentuk mata uang

rupiah kepada Terdakwa melait. 3

1}p Anak Terdakwa bemama WINDA NINDIATY pada

i i Rp. 38.448.781,00
| 26 Februar 2003 sejumiah |
Eiaanr? gatanggal ;41 Juni 2004 sejumiah Rp.

1-9'3“-'3”“3-”':'”-':"”' be ANDRE PASHA
ama
2) Menantu Terdakud k "SRl pada tanggal 29

ban
DJUANDA pada 100.000.000,00
September 2003 sejumiah Rp- nk masing-masing

in Ba
3) ADE KUSMIATI pada Pent o eiurmiah




an, yang smﬁﬁi;a?s Kebayoran Bary Jakarts .

Terdakwa barp diatasnamakg
3. Unsur Padahal dik&taﬁ:il a RENALDY PUSPOYQ, o

atau janji tersebut d'ﬁ;at‘au Patut diduga, bahwa hadiah

menurut pikiran orang ya
NG memberika ong
e e e
Pal dibuktikan dar ket ' pkad
keterangan Terdakwa seria dnkumE: Lﬁgﬁ;;aﬁt_ maupun
— Bahwa pada saat menerima hadiah Terdakus sebagal
Pegawai Negeri atau Pen gai

_ _ yele ra N
menjabat  sebagai  Kepala Ball?gaﬁa Umsz?'lammgy;ﬁ
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/M/2001 dan

pada saat berstatus sebanai P . .
Direktur Utama BULOG begrfdasarekr::u“ xggﬂt?ﬁn Er::ﬁgte?’:
Badan Usaha Millk Negara Nomor KEP-196/M-
BUMMN/2003 tanggal 19 Mei 2003,

— Bahwa untuk memenuhi kebutuhan impor beras,
Terdakwa menerima tawaran dai CHEONG KARM
CHUEN alias STEVEN alias CHUEN sebagal perantara.

— Bahwa penawaran fersebul kepada Terdakwa dalam
kapasitas Terdakwa selaku Kepala BULOG yang
mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan
impor beras oleh BULOG.

_ Bahwa atas diterimanya penawaran STEVEN oleh
Terdakwa, maka Terdakwa menenma sejumlah uang dan
STEVEN, yang ditransfer dari rekening bersama dengan
isterinya bemama LAKSMI SETYANTI HAHMAH.-P.E;E d}é
bank HSBC Hongkong, melalul rekening ABIL < BaC
Gucpn yarg i s34 & D S G

rdakwa, yailu cigblis . :
:Ziliﬂ-'ﬂiy?mm bertahap didtrkuefn. ik Kepers
Terdakwa maupun kepada str dan ana i

i kwa
Selanjutnya mengenai pembuktian oleh Terdakwa. Terda

. : i terikat a unsur-
dalam melakukan pembuhtlan terbalik grahfﬁnam terikat pad

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

unsur dalam pasal

terbalik dalam Pasal 12B Undang-Undang

ang-Undang Nomef 20 |
terbalik sebagaimana

Karena sifat pembukien Tahun 2001

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Und

mbuktian
dalam prakteknya sama dengan pe
B3




tersebut tidak terkait jabatannya, maka 13 harus membuktika -
n asa

usuinya. Tapi pembuktian tersebut tidak menjadikan perbuatan

Terdakwa serta merta dinyatakan tidak terbukt Karena Penuntut

Umumn juga berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini
sebagai konsekuensi dari sifat pembukfian terbalik yang selain
terbatas juga berimbang. Sehingga Penuntut Umum juga masih
diwajibkan membuktikan dakwaannya. Selanjutnya diserahkan kepada
hakim untuk menilai pembuktian tersebut.

Khusus untuk dakwaan ketiga mengenai grafifikasi, setelah

Penuntut Umum membacakan dakwaannya dan melakukan

pembuktian, maka diwajibkan bagi Terdakwa untuk membukiikan

mengenai perolehan dar sgjumiah uang yang oleh Penuntut Umum
dinilai sebagai gratifikasi. Sebab pemberian tersebut dianggap lidajk
ngat antara ABIL dan Steven tidak ada hubungan kena
a bisa sejumlah uang dapat dialirk
a wakiu fu adalah saudara

uang tersebut

wajar. Menai
! * an ke

sama sekali. Lalu bagaiman

i d
rekening ABIL yang direkturnya pa
elah diketahul kalau
ning milik Terdakw

ternyata

Terdakwa. Apalagi set o Keluarga

kemudian ditransfer lagi ke reke




dan juga rekanan dari BULOG Sahi
- Sehingga seharusp :
j"EI kEhha mﬁﬂe_fima

pemberian tersebut Terdakwa
patut menduga batwa i
pemberian

tersebut ada kaitannya dengan jabatannya atay oleh Steven dia
nggap

ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa. Oleh sebab itu, Terdakwa

harus menjelaskan asal-usul perolehan uang tersebut.

Hal ini dijelaskan oleh Andi Darmawangsa (Jaksa Penuntut

Umum, wawancara 12 Januari 2009) bahwa:

“Dalam pelaksanaan persidangan kasus grafifikasi, pada
pokoknya Jaksa tetap membuktikan unsur-unsur pasalnya, akan
tetapi pertanyaan mengenai asal-usul uang yang menjadi obyek
kasus akan ditanyakan dari mana, apabila Terdakwa menyatakan
uang itu tidak ada kaitan dengan korupsi. Pada umumnya kasus
semacam itu, unsur pasal dapat dibuktikan oleh Jaksa.
Pembuktian terbalik hanya untuk lebih meyakinkan hakim saja’.

Dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa uang

yang dimaksud oleh Jaksa Penuntul Umum dalam dakwaannya,

harus
bukan merupakan gratifikasi Oleh karenanya, Terdakwa

rolehan uang tersebut.
kukan oleh Terdakwa yaitu

menjelaskan dari mana asal pe
Upaya pembuktian terbalik yang dila

erangan di
i ' I memberikan
usul dari uang yang diduga sebagai gratifikash juga

disamping memberikan ket
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berasal dari gratifikasi tersept Wa yang diduga

Terdakwa beru
paya
buat al Y& untuk menghindari tuguhan ek
membuat ala "
san, dengan menyatakan bahwa ua )
| ‘ N3 yang diteri
tersebut tidak ada kaitannya dengan jabatannya, U -
- UaANg yang dimaksyd

diperolehnya dari pinjama
N dan tidak ada h
ubungannya den
gan

pembelian beras oleh BULOG. Selain ity, Terdakwa juga me kan
| nyata
bahwa tidak ada perantara atau broker dalam pembelian beras oleh
e
BULOG tersebut. Sehingga tidaklah mungkin ada gratifikasi yang

diberikan oleh Steven selaku perantara atau Broker dalam pembelian

beras tersebut.

Menurut penulis sendir, alasan yang diberkan Terdakwa
sangat tidak masuk akal. Walaupun dalam impor beras yang dilakukan
oleh BULOG (sebelum pemberian tersebut diberikan) tidak ada Broker

atau perantara, tidak menjadikan alasan hahwa uang tersebut tidak

ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa. Sebab hubungan kerja yang

dimiliki Terdakwa dengan Steven tidak hanya terkait dalam impor

beras tersebut saja. Steven sendir, perdasarkan beberapa keterangan

pziz, Heru Priyono, dan Dami

saksi (antara lain: Husoiny Ghani
' penuntut Umum,

rat yang diajukan oleh

Subgyo) maupun alat bukti su
4n atau perantara pada

sudah sering dijadikan gebagai rekan
kukan oleh BULO

grian tersebut patu

G. Sehingga sehansmya

maupun impor yangd dila
i t mendugda bahwa

Terdakwa ketika menerima pemb

&b




; h ' i
tidaklah mungkin sejumiah uang ditransfer ke reken
ning milik ABIL

(yang direkturnya adalah adik Terq
alﬂl'ifﬂ:l kEmUdiEll‘l ;
ditransfer |agj

) ) :
sejumiah rekening yang terkait de
ngan Terdakwa, tan
v 1ANpa ada maksyg

tertentu dari Steven sendiri

Selanjutnya mengenai alasan Terdakwa bahwa pemberi
an

tersebut merupakan utang atau pinjaman dari ABIL, juga dinila

penulis tidak cukup untuk membebaskan Terdakwa dari kil

Penuntut Umum. Sebab keterangan Terdakwa saja dinilai tidak cukup.
Jadi hanya Terdakwa yang menyatakan demikian. Terdakwa sama
sekali tidak dapat membuktikan bahwa pernyataannya itu benar
Sebab Terdakwa tidak mampu memperlihatkan bukfi-bukli tertulis
yang berisi perjanjian utang piutang antara Terdakwa dengan ABIL.

Selain itu tidak seorang pun saksi yang diajukan oleh Terdakwa untuk

memperkuat keterangannya itu.

Salah satu contohnya yakni mengenai uang yang ditransfer ke

ng tersebut
rekening ibu Ade Kusmiati. Menurut Terdakwa U2 g terseb |
ing i smiafi sebagal

ditransfer dari rekening ABIL ke rekening ibu Ade Ku

dibell oleh
pembayaran atas rumah di Jalan Damawangsa yang

i o
Winda, anak Terdakwa. ibu Ade Kusmia p

pen..ba-faran EtEE

uang tersebut sebagai
e winda dari ABIL U

Terdakwa uang tersebut d pinjam
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tersebut lemah.

Selengkapnya, keterangan yang diberikan oleh Terdakea

terkait dengan dakwaan ketiga mengenai gratifkasi pada pokoknya

adalah sebagai berikut:

-~ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan
Agung berkaitan dengan kasus penerimaan hadiah, dan
semua keterangannya benar;

- Bahwa tanah Gajahan adalah sebuah herifage, peninggalan
dari Pakubuwono X, tidak boleh dijual dan itu adalah asset
budaya Jawa, .

~  Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan tanah itu melaiu
teman Terdakwa bernama DALI, orang Perancis, yang sefing
berkunjung ke Indonesia, yang peduli dengan heritage: -

~  Bahwa oleh karena orang asing tidak boleh memul:k_xrta:g:m ;
Indonesia maka DALl meminjamkan uang kepau?}amgﬂm 9
untuk membeli tanah tersebut seharga Rp. 11]-_2{@“# -
(sebelas milyar rupiah) dan dibuat atas ndalm?_:i st * it

— Bahwa transaksi pembelian taﬂgz_ 1 baa
dilakukan pada bulan November 2004,

— Bahwa tanah tersebut ada luﬂﬂl_'.'l’a“ﬁ
Terdakwa, ENDANG EHN_AWAT, —— R—

—  Bahwa 2 bidang tanah di Fam.lg'épnggﬂ ik Te rda’rc?va_ﬂﬂmh
antara anak Terdakwa WIHDﬂngakﬂ jualbelinya terjadi pada
membuat losmen kecil yang ra -
tahun 2004, unan di Jalan nahnnm;a b

- Bahwa tanah dan DaNGTEL Tiynpa  seha@t

Kebayoran Baru ; ) .
Q.DM%D.WE.DG {Sme.I-:aJ,z-a o ABIL ".ﬁlam pama
dengan fasilitas p;inljﬂé"ﬂﬂ NGKO Fus;cwo, SON VAN

adik Terdakwa WID it karend
~ Bahwa benar Terdakwa Y@ ngecekan Sertif

BULOW untuk melakukén

dibuat atas nama isten




Pada penerbit Surat Kabar Priorotas, - "CMPUNYai saham

Eﬂhwa Tﬂl‘dakw;l q
juga .
EH“H SUITIITIE. Pﬂda taﬁun ﬁg&?h ITIEn]Elet E.Ebagai; Direl-rtur

g:ﬂﬁ T:;ﬂ:t“?éﬁ:kf g menjadi wakil Ketua KNP):
berjalan hesiringan: a8 dalam bidang polittk dan bisnis

Bahwa laporan kekayaan T

sebesar Rp. 6.000.000 00000 (enam iy ey

tahun 2006 . . dan pada

el mpiah?'EhEsar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua

Sebagian berbentuk:

1. 1 (satu) unit Toyota Kijang atas nama istri Terdakwa.

2. 1 (satu) unit isuzu Panther atas nama istri Terdakwa.

3. 1 (satu) unit rumah di Gajahan Solo (tanah dibeli tahun
2004 dengan luas 8.400 m®) sebagai tempat pelestarian
budaya peninggalan Pakubuwono X.

4. 1 (satu) unit rumah di Brawijaya no. 13 atas nama
keluarga istri Terdakwa, sebagai warisan keluarga istri
(tahun 1975).

5. 1 (satu) unit rumah di Pondok Labu jl. H. Kamang tas
nama istri Terdakwa perolehan tahun 1570-an. .

6. 1 (satu) area tanah seluas + 10.000 m* (satu hektar) di
Rancamaya Bogor, dibeli secara bertahap cleh istri sejak
tahun 2000 s/d 2005 dan rencana akan dipergunakan
untuk aktifitas kegiatan luar rumah.

7. 1 (satu) unit rumah di jl. Darmawangsa Vil No. 75 atas
nama Renaldy Puspoyo, dibeli oleh Winda pada tahun

8 'El'gggh seluas £ 10.000 m* di Leuwiliang Bogor.

E-ahwa gaji Terdakwa setfﬁaar Eﬁiaﬁigrﬁcfgﬁﬂdﬂ: l;—;ﬁg
i ' ' dan setiap . : akl

Hmt? }utaﬂ mpsgtgnﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ (lima puluh juta rupiah), Eelﬂlnﬂrtu
;‘:lasapae;grfé.sila'n sebagai Pembina Yayasan Yanatera Rp.

. . iava SPJ jika tugas luar
5.000.000,00 (lima juta ragssh), b::gtam satu bulan minimal

i itar US $ 1500 per hari, _ b
net%a Tc:iietleluar negeri, sedangkan untuk Fr:t-erg: Ekﬁt::ﬂuau;] Eif::lﬂ
E:n'ng sekali dengan biaya SPJ sekitar Rp. L&t
5 . ;

L - ' tangga
dua belas juta rupia S —
{Eahwa Tardaio kg ol gﬁ dinas, dan makan

R ma

: ntuk kebutuhan listrik, ru ; sekitar Rp.
misaiya 4 'kateh kantar {E’U.LE” r_ata ratar bulan diluar
yang dibiayail puluh lima juta rupiah) pe

35.000.000,00 (tiga
dana taklis,



Bahwa Terdakwa tap
WIDJOKONGKD F"LISLII:’E}E ntang ABIL karena

Indonesia; YO adalah adik Terdakwa,

Direktur ABIL Perwakilan

pe_nyenaan modal pﬂda F'T_ SASI a0 dari PT. AEH. Eﬁhﬂgﬂi

Bahwa pada tanggal 16 i
2004 ADE HUEEI'I:I'IQIAH Januari 2004 dan tanggal 17 Februari

telah i

milyar rupiah) dan seb
30;941 %Eﬂﬁ,ﬂﬂ Edempanlratl.m sembilan juta empat r:f:sr Iill;'tnpa-
elas ribu d-elapan ratus lima rupiah) melalui transfer dari ABIL
untuk pembelian rumah di Jalan Darmawangsa yang

Iiijrtsirgca$5? dibuat atas nama anak Terdakwa, RENALDY
Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2004, WINDA menerima
transfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah) dari ABIL karena WINDA mempunyai bisnis investasi
sendiri dan mempunyai perusahaan bermmama PT. ADAYA
yang tidak ada keterkaitannya dengan Terdakwa;

Bahwa benar pada tanggal 7 September 2004 REMNALDY
PUSPOYO telah menerima transfer dari ABIL sebesar US $
10,000.00 dan sebesar US $ 2,500.00 yang menurut
Terdakwa adalah kiriman dar isteri Terdakwa, ENDANG
ERNAWATI untuk membayar uang sekolah RENALDY
PUSPOYO yang saat itu ada di Amerika;

Bahwa uang sejumiah Rp. 114.870.000,00 (seralus empat
belas juta rupiah sembilan ratus tujuh puluh ribu "‘ﬁ:ﬁﬂ
adalah sebagian dari milik isteri Terdakwa, END
ERNAWATI sebagai bantuan klrar:h! E::ﬁ‘l ;@;tnﬂcﬁdc ‘.';'::E :’:::r::
tidak sengaja disimpan dalam e tadalt
petugasnya ketakutan pada saat ruman Tmﬁfgahxdiﬂfﬁd Rp.
Bahwa yang disita saat itu seln/ny

' bilan juta rupiah)
0 (seratus fujuh puluh sem _
:E'?rgjguﬂi?:ftfan{ kredit Diknas terf_'-ehut ﬁﬁmgtimsapﬁ
150.000.000,00 (seratus Hmi pﬁ&#ﬁ:y?ﬁlm&lhiangga:
umiat dipersiapkan :
g:w;agr?:rﬁi:zngemielian beras adalah antara pemerintah
dengan pemerintah (G to G

Sotova tidak ada broker dalam ImPOr B8R (o sy
Bahwa Terdakwa Ui

i OKO :
Bahwa baik WIDJ e dengan BULOG,

: ngan bisnis : keriaan kepada
mempunyai hubung ah n-.amban:aﬂr:l_pdﬂ ﬂ'}:n Yayasan

Bahwa B da kerjasama



Dﬁ.FTA,R FUSTﬂKﬁ qfn }

Adji, Oemar Seno. 1984. Herzign;
: - ng-Ganti Ryg;
Delik. Jakarta, Erlangga. g-Ganti Rugi Suap, Perkembangan

Arief, Barda Nawawi. 2002 San k

i :
Jakarta. PT Raja Grafindo ;Lﬂrgadl"::'ﬁandmgan Hukum Pidana.

Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran H :
Grafindo Pereads 4 ukum Pidana. Jakarta. PT Raja

Jakarta. Difa Publisher. 9%ap Banasa Indonesia Edisis Revisi

Hamzah, Andi. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar
Grafika.

2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada,

Harahap, Yahya. 2002. Pembahasan dan Penerapan KUHAF. Jakaria.
Sinar Grafika.

Hasan, Hurriah Ali. 2007. Komupsi di Paremen, Daun-daun pun
Berguguran. Makassar. Kopel Sulawesi.

Marpaung, Leden. 1992. Tindak Fidana Korupsi, Masalah dan
Pemecahannya. Jakarta. Sinar Grafindo.

arantas Korupsi, Efektifitas Sistem

. mb -
Mochtar, M. Akil. 2008 Memberahes == vbil con

Pambulktian Terbalik. Jaka

i Asas Umum Hukum Acara
P na. 1993. Pola Dasar Teof - sid.
mmnmn.;;;ga{:&mﬂsm dan Penegakan Hukum Pidana ot

Yogyakarta. Liberty. 3 e
Prakoso -Djﬂm 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam

i aal - Terbalik dalam
hukfian 1€
i ici i 01. Penerapamn Pem 000,
F'I‘ﬂd]uhamgﬁ; ' ﬁﬂgﬂs?n'(sgdangﬂndang Nomor 31 Tahun
]

Bandung. CV Mandar Maju.

xil



asan Undang-Ungs
Jakarta, Singr l‘.3ra|ﬁ|-;lr;];1t,]r Pemberantasan Tindak

Sudarto. 1995. Tindak Pidana k,
lak Orupsi df
Hukum Pidana. Bandung. Elumf:i

Fidana Korupsi
indonesig dalam Hukum dan

Peraturan Perunda ng-undangan:

Undang-Undang Nomor 31

Tahu
Pidana Korupsi. N 1398 Tentang Pemberantasan Tindak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tents
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang TEI'IG?EE :izraun?rl';m;as

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Sumber Lain:

Bambang Purnomo. “Gratifikasi Tidak Selalu Megatif” Harian Suara
Pembaharuan, 28 Juli 2008, hal. 5.

Pangaribuan, Luhut MP. “Sistem Pembuktian Terbalik.” Kompas, 2 April
2001.

Muladi. "Hakikat Suap dan Korupsi." Kompas, 24 Mei 2005, hal. 25.
' Besar limu Hukum

Thantowi dkk. 2005. “Buku Pidato Pengukuhan Guru
H. Hambali Thalib.” 11 Februari 2008.

M. Surya. “Srategi Pemberantasan Korupsi Nasional” Tempo, 29
Desember 2005, hal. 296.
hit ;fhwm.ma'galahken@.mm,

Aman S. “Gratifikasi di Asuransi,” NP
tanggal 28 Oktober 2008.

il






--*’“_---_-‘“-—-______________ﬁ

FEN{M[}ILAN NEGERI JAKARTA SELATAN l
Jalan Ampers Raya Mo, 133 Ragunan Jakara 12550 L
Telp. 7805906 - TRO3909 Fax, G2.21.7805006

—
#.—-'-———'_' . — e —
_——._=

SURAT KETERANGARN
No. W10-U3. 04 PiL.G7.1Z.1. 2009

fang bertanda tangan dibawah ini Kami Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan dengan ini menerangkan sesungsuhnya, ahwa

Nama : KIKI REZKI AMELIA

N.1.M :B111 05 185

Program Studi : Stara Satu / Ilmu Hieun

Bagian : Hultum pldana

Alamat : JL. Sungai Saddang Baru Blok AB / 3 Makassar.

Sesuai dengan Surat Pengantar dari UNIVERSITAS HASANUDDIN NO:
042/H4.7.3/ PL.06/2009. Tertanggal 07 Januari 2609,

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan Mengambil Data-
Data, Riset/Penelitian, di Pengadilan Negeri Jaxarta Soelatan Sehubungan dengan

persiapan menyusun pembuatan Skripsi dengan JUGLL fmmmmememmamrmncommmmn s mm e

“ TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERB.&LIH DALAM
GRATIFIKAS] SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI. | Studi Kasus Putusa::'n
Pengadilan Negeri No. 1809 / Pid.B / 2007 Ph, Jakarta Selatan ).

Dengan demikian Surat Keterangan ini dibuat denda’ Sﬂﬂljjnﬂgl.::hngﬂ d1ﬁ;|;:;
Kepada dan atas permintaan yang bersangkutan untuk dapa iperd
sebagaimana mestinya;---==-===-""-"""""TTTTTTT

-----------------------------
---------

it

%« ‘RI JAKATTA ELATAN
oA DA HUKLUM

f g
e o] A, SHAMH )

e

b 0400635 30.-



KEJAKSAAN AGUNG REPURL ;i INDONES|A

F_
SURAT KETERANC AN
Nomor : Ket- £ /F.11v's 2/0 12007
yang berlanda tangan di bawah inj -
Nama : SUGENG PURNOMO
Pangkat 1 Jaksa Utama Pratama (1V/B)
NIP. : 230019791
Jabatan :  Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus :
Dengan ini menerangkan bahwa ;
Nama : KIKI REZKTI AMELIA
Nomor Pokok ¢ BI11105185
Program Studi  :  Strata Satw/ llmu Hukum
Bagian +  Hukum Pidana
Alamat  Jn. Sungai Saddang Baru Blok ARZ Makassar

Adalah Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) llmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, telah selesai melaksanakan Penelitian. Wawancara dan merminta
Data dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, guna mementthi persyaratan

penyusunan Skripsi, mulai tanggal 8 Januari s—d 13 Januari 2009

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 73 Januari 2009

AN SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA KHUSUS
PeAGIAN TATA USAHA,

SKG PURNOMO

ISt Livata Pratema NIP 230019791

_— teen Apung Muda Tindak Pidara Khusus,
1. Yth, Sckretaris Jaksa Agun ;
(sebagai laporan];
2. Arsip.- : B
_-___-—-—-_-_-_




